BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa pengaturan tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor
97 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah;

bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan, Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor O5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 15);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2019 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor
86);

Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 97);




Menetapkan :

-«

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun

2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019

Nomor 98), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e, ayat (3) Pasal 35 dihapus, sehingga
Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan data
serta analisa, perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan
petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, fasilitasi
dan pembinaan di bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan
lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta
sumber daya lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

e. dihapus;

f. penyusunan bahan dan data serta analisa di

bidang sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup;
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penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

penyusunan bahan  penyusunan  petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber
daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;
pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta

sumber daya lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan
penyediaan data dan informasi sebagai bahan
pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam
lingkup tugas pokok subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan serta pengendalian implementasi
kebijakan dalam lingkup tugas pokok subbagian
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dalam lingkup tugas pokok subbagian sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional dalam lingkup subbagian sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup;
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pengumpulan dan pengolahan basis data dalam
lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan;

penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dalam
lingkup subbagian sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup berdasarkan
sasaran, kebijakan umum, strategi dan program
kerja sekretariat daerah;

penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan
pengoordinasian pelaksanaan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan DLH; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
bagian yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
Kepala Subbagian menyelenggarakan sub tugas
sebagai berikut:

a.

b.

memberi petunjuk kepada Pelaksana untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil kerja Pelaksana dan menyelia
kegiatan Pelaksana untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;

mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas Pelaksana berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana melalui
penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

membuat dan memeriksa konsep-konsep surat
yang dibuat oleh Pelaksana untuk memperoleh
konsep surat yang benar;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan,
tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada
pimpinan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(5) Kepala Subbagian, membawahkan Pelaksana.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut :




Pasal 36

(1) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf ¢
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat

3

(1) mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan data
serta analisa, perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan
petunjuk  pelaksanaan dan pedoman umum,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, fasilitasi
dan pembinaan di bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan
lingkup Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan
Air;

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
lingkup Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan
Air;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan lingkup Subbagian Sumber Daya Alam
Energi dan Air;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta
sumber daya lingkup Subbagian Sumber Daya
Alam Energi dan Air;

e. penyusunan bahan dan data serta analisa di
bidang sumber daya alam energi dan air;

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
sumber daya alam energi dan air;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
energi dan air;

h. penyusunan bahan  penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber
daya alam energi dan air;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang sumber daya alam energi dan
air;

j. fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alam energi dan air;

k. pelaksanaan penyiapan perumusan Kkebijakan

lingkup Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan

Air;
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pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan lingkup Subbagian Sumber Daya Alam
Energi dan Air;

. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta

sumber daya lingkup Subbagian Sumber Daya
Alam Energi dan Air;

. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan

penyediaan data dan informasi sebagai bahan
pertimbangan perumusan kebijakan umum dalam
lingkup tugas pokok Subbagian Sumber Daya Alam
Energi dan Air;

penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan,
pengembangan serta pengendalian implementasi
kebijakan dalam lingkup tugas pokok Subbagian
Sumber Daya Alam Energi dan Air;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dalam lingkup tugas pokok Subbagian Sumber
Daya Alam Energi dan Air;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja Subbagian Sumber Daya Alam
Energi dan Air;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional dalam lingkup Subbagian Sumber Daya
Alam Energi dan Air;

pengumpulan dan pengolahan basis data dalam
lingkup Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan
Air sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dalam
lingkup Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan
Air berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi
dan program kerja Sekretariat Daerah;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian yang berkaitan dengan tugasnya; dan
pelaksanaan layanan administrasi ketatausahaan
dan dokumentasi Bagian.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
Kepala Subbagian menyelenggarakan sub tugas
sebagai berikut:

a. memberi petunjuk kepada Pelaksana untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

b. memeriksa hasil kerja Pelaksana dan menyelia
kegiatan Pelaksana untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
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c. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan
tugas Pelaksana berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan;

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana melalui
penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan
pembinaan serta upaya tindak lanjut;

e. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat
yang dibuat oleh Pelaksana untuk memperoleh
konsep surat yang benar;

f. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan,
tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada
pimpinan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan sesuai bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(5) Kepala Subbagian, membawahkan Pelaksana.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII, disisipkan 1 (satu) BAB

yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PROGRAM DAN KEGIATAN

Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 6 (enam) pasal
yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal
77E dan Pasal 77F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Sekretariat Daerah menyelenggarakan Unsur Pendukung
Urusan Pemerintahan, dengan program meliputi:

a. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

b. program perekonomian dan pembangunan; dan

c. program administrasi umum.

Pasal 77B

(1) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A huruf a,
terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan yakni program
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri
dari:

a. administrasi tata pemerintahan meliputi:
1. penataan administrasi pemerintahan;
2. pengelolaan administrasi kewilayahan; dan
3. fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
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b. evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan
rakyat meliputi:
1. fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual,
2. evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian
kinerja terkait kesejahteraan sosial; dan
3. evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian
kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.
c. koordinasi penyusunan kebijakan daerah meliputi:
1. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
2. fasilitasi bantuan hukum; dan
3. pendokumentasian  produk  hukum  dan
pengelolaan informasi hukum.
d. fasilitasi kerjasama daerah meliputi:
1. fasilitasi kerja sama dalam negeri;
2. fasilitasi kerja sama luar negeri; dan
3. evaluasi pelaksanaan kerja sama.
Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 77C

Program perekonomian dan pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A huruf b,
terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan yakni program
perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari:
a. evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian
meliputi:
1. koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan
pengelolaan BUMD dan BLUD;
2. pengendalian dan distribusi perekonomian; dan
3. perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil.
b. administrasi pembangunan meliputi:
1. fasilitasi penyusunan program pembangunan;
2. pengendalian dan evaluasi program
pembangunan; dan
3. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan.
c. pengadaan barang dan jasa meliputi:
1. pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
2. pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik; dan
3. pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa.
d. pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam
meliputi:
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1. koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan

pertambangan dan lingkungan hidup; dan
3. koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan
energi dan air.

(2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh asisten
perekonomian dan pembangunan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 20.

Pasal 77D

(1) Program administrasi umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub
kegiatan yakni program administrasi umum yang
terdiri dari:

a. pelaksanaan administrasi umum meliputi:
1. fasilitasi tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian,;
2. pengelolaan perlengkapan; dan
3. pengelolaan rumah tangga.
b. penataan organisasi meliputi:
1. pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
2. fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana; dan
3. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
c. protokol dan komunikasi pimpinan meliputi:
1. fasilitasi keprotokolan;
2. fasilitasi komunikasi pimpinan; dan
3. pendokumentasian tugas pimpinan
d. perencanaan dan keuangan meliputi:
1. pengelolaan perencanaan;
2. pengelolaan keuangan; dan
3. penatausahaan pelaporan.

(2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh asisten
administrasi umum sebagaimana tercantum dalam
Pasal 37.

Pasal 77E

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan
program, Kkegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77A sampai dengan 77D, diatur
dengan Peraturan Bupati mengenai penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.
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Pasal 77F

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77A sampai dengan 77D, mulai
berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 juni 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 48




